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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

    NOMOR 103.1 TAHUN 20237 

TENTANG 

BULAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara 

yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung 

terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai 

dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan 

bulan data Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan 

teknologi informasi; 

b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimanana 

dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui Aplikasi 

MySAPK dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara 

(SIASN) Badan Kepegawaian Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang 

Bulan Data Aparatur Sipil Negara Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang          

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang         

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29        

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja        

Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 2020 Nomor 1728);  

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor  31  

Tahun  2020  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor  1730); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

TENTANG BULAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA.  

KESATU : Menetapkan penyelenggaraan Bulan Data Aparatur Sipil 

Negara Tahun 2023 melalui MySAPK dan Sistem Informasi 

ASN yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, instansi, 

dan Badan Kepegawaian Negara.  

KEDUA : Bulan Data Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU memiliki tujuan: 

a. Membangun kesadaran dan komitmen ASN, Instansi 

dan Produsen Data BKN terhadap kualitas data ASN; 

b. Mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, 

berkualitas baik sehingga dapat menciptakan basis data 

ASN yang mutakhir; dan  

c. Meningkatkan integritas dan interoperabilitas Data ASN 

dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN 

dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen 

Aparatur Sipil Negara. 

KETIGA : Ruang lingkup Bulan Data Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: 

a. Pemutakhiran Data ASN tematik;  

b. Pemanfaatan dan kolaborasi data ASN; 

c. Analisis data ASN tematik; dan 

d. Monitoring dan evaluasi kualitas data ASN; 

KEEMPAT : Waktu pelaksanaan Bulan Data Aparatur Sipil Negara 

berlangsung pada semester pertama setiap tahun dan/atau 

sesuai dengan kebutuhan data tematik. 

KELIMA : Penanggung jawab pelaksanaan Bulan Data Aparatur Sipil 

Negara adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
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KEENAM : Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menyelesaikan 

dan berkontribusi dalam program bulan data ASN sampai 

batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina 

Kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN 

dan layanan manajemen kepegawaian instansi akan           

dinonaktifkan. 

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Maret 2023    

  Plt. KEPALA  

      BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

 

 
 
 

                $ 
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